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ABSTRAK 

 

Nesimenti Primaray, 202120251013. Perlindungan Hukum bagi Pegawai Negeri 

Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan 

hukum dari pemerintah dalam semua perkara hukum, namun dalam praktek ketentuan 

tersebut ditafsirkan menyimpang, dimana terdapat instansi pemerintah yang 

berpendapat Pegawai Negeri Sipil yang mengalami permasalahan hukum pidana tidak 

mendapatkan bantuan hukum. Dalam tesis ini, permasalahan yang diteliti adalah : (1) 

Apakah perlindungan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil telah diberikan sesuai 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ? (2) 

Bagaimanakah perlindungan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan haknya 

sebagai warga negara ? Peraturan yang dikaji lebih mendalam terkait permasalahan 

tersebut di atas adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Dalam perkara hukum 

pidana, perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum kepada Pegawai Negeri 

Sipil tidak diberikan oleh instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas. Hal 

ini melanggar hak Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara Indonesia yaitu 

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap warga negara berhak mendapatkan 

perlindungan hukum dalam semua bidang/perkara hukum. Pegawai Negeri Sipil 

sebagai warga negara berhak pula mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk 

bantuan hukum dalam bidang/perkara perdata, pidana, tata usaha negara, dan agama.   

 

Kata kunci : perlindungan hukum, pegawai negeri sipil, bantuan hukum 
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ABSTRACT 

 

Nesimenti Primaray, 202120251013, Legal Protection for Civil Servants Based on 

Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Appartus 

Based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Civil Servants are 

entitled to legal protection in the form of legal aid from the government in all legal 

cases, but in practice these provisions are interpreted differently, where there are 

government agencies that argue that Civil Servants who experience criminal law 

problems do not get legal aid. In this thesis, the problems studied are: (1) Has legal 

protection to Civil Servants been provided in accordance with Law Number 5 of 2014 

concerning State Civil Apparatus? (2) How is legal protection to Civil Servants based 

on their rights as citizens? The regulation that is studied more deeply related to the 

above problems is Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus Article 

92 paragraph (1) letter d. 

The research method used is normative research using statute approach and conceptual 

approach. 

Based on the research results, it can be concluded that: (1) In criminal law cases, legal 

protection in the form of legal aid to civil servants is not provided by the agency where 

the civil servant serves. This violates the rights of Civil Servants as Indonesian 

citizens, namely getting recognition, guarantees, protection and certainty of a fair law 

and equal treatment before the law. (2) Every citizen has the right to legal protection 

in all fields of law. Civil servants as citizens are also entitled to legal protection in the 

form of legal aid in civil, criminal, state administrative and religious matters, and 

religion. 

 

 

Keywords: legal protection, civil servants, legal aid. 
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